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Marriage is a legal action due to law cause, which also means the 
unification of wealth obtained during marriage. However, the stipulation of 
wealth unification is deviated by the making of prenuptial agreement pursuant to 
Section 29 Law No.1/1974. The implementation of prenuptial agreement is 
challenged by normative ambiguity which produces the question whether 
marriage is valid or whether time when prenuptial agreement is made is proper. 
These two norms are interrelated to the function of legal protection in prenuptial 
agreement. However, such ambiguity is abused by the parties who intend to 
deviate marriage law as shown by Supreme Court Decree No.1598/K/pdt/2012. 
The problem of research includes how research marriage can provide legal 
protection for the parties in marriage and what is the ambiguity that blurs 
marriage validity. The goals to be achieved the authors of this study is to know, 
understand and analyze the legal protection of prenuptial agreement on the 
parties to the marriage, linked to haziness rule on the validity of the marriage. 
Type of research is normative law with state and case approaches. Method to 
collect law material is literature study. Result of research indicates that 
prenuptial agreement may provide legal protection to the registered marriage 
because marriage certificate is the authentic evidence that warrants legal 
certainty to marriage couple. Objectively, prenuptial agreement protects the 
wealthier parties. The low economic parties may utilize prenuptial agreement as 
legal protection device by extending the coverage of prenuptial agreement content 
by enclosing items that may occur in marriage. It is suggested that the 
government and the maker of rules regulating prenuptial agreement shall 
reconsider the stipulation of prenuptial agreement in Law No.1/1974 about 
Marriage to avoid multi-interpretation. 
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Perkawinan merupakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yaitu 
persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan persatuan harta dapat 
disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam pasal 29 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaksanaan perjanjian perkawinan 
terbentur dengan kekaburan norma mengenai sahnya perkawinan dan waktu 
dibuatnya perjanjian perkawinan. Dua hal tersebut berkaitan erat dengan 
pelaksanaan fungsi perlindungan hukum pada perjanjian perkawinan, sehingga 
dijadikan dasar bagi pihak yang tidak beriktikad baik untuk melanggar hukum 
perkawinan, seperti dalam Putusan Mahkamah agung Nomor 1598/K/pdt/2012. 
Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perjanjian perkawinan dapat memberikan 
perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan terkait dengan kekaburan 
peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Tujuan dari penulisan ini adalah 
untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum dari 
perjanjian perkawinan terhadap para pihak dalam perkawinan, terkait dengan 
kekaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Jenis penelitian adalah 
Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Undang-Undang dan pendekatan 
Kasus.Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah Studi Kepustakaan. Dari 
hasil penelitian, diketahui bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku dan 
memberikan perlindungan hukum pada saat perkawinan sudah dicatatkan, karena 
akta perkawinan merupakan bukti otentik yang menjamin kepastian hukum bagi 
suami dan istri. Perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan 
bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Bagi pihak yang lemah 
secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan 
hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan 
mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. Adapun 
saran yang diberikan penulis kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang 
terkait dengan perjanjian perkawinan adalah perlunya pengkajian kembali 
mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tidak menimbulkan multi tafsir. 
Kata kunci: perjanjian perkawinan, perlindungan hukum, perkawinan 
 
Latar Belakang 
Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup 
sendiri.Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dengan sesamanya. Keluarga 
merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang diharapkan dapat 
menjaga kesinambungan kehidupan manusia di dunia. Bahkan telah tercantum 
dalam Al-Quran bahwa Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan 
diantara manusia terdapat keinginan untuk hidup bersama. Sebagaimana firman 
Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi: 
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
3 
 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berpikir”. 
Keinginan untuk hidup bersama ini dapat disalurkan secara benar dengan 
ikatan perkawinan. Perkawinan selain sebagai perbuatan keagamaan, karena 
merupakan sunatullah, juga merupakan perbuatan hukum.Perkawinan termasuk 
dalam bidang hukum keluarga. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945 pada pasal 28B ayat (1) mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan 
hukum yang dilindungi oleh undang-undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh 
setiap orang. 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi 
perkawinan. Akan tetapi para sarjana hukum seperti Asser, Paul Scholten, dan 
Wiarda mendefinisikan perkawinan sebagai suatu persekutuan antara seorang pria 
dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama atau bersekutu 
yang kekal.
4
 Ikatan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang 
laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
5
 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-
Undang Perkawinan ini memberikan definisi yang lebih jelas dibandingkan 
dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata mengesampingkan unsur agama dalam perkawinan, maka 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang agama mempunyai peran 
penting dalam perkawinan yang merupakan perbuatan suci. 
Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu 
perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang 
melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan 
perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai 
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Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, 
manusia lebih kritis dalam persoalan harta kekayaan. Manusia sekarang sudah 
mempunyai banyak pertimbangan dalam hal melakukan penghitungan terkait 
keuntungan dan kerugian materi yang akan diperolehnya akibat dilakukannya 
perkawinan. Perkembangan gerakan emansipasi wanita juga berperan dalam 
mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta kekayaan.Pada saat ini banyak 
calon suami istri yang menginginkan perkawinan mereka mempunyai perjanjian 
perkawinan. 
Sebagian pihak menganggap perjanjian perkawinan tidak cocok digunakan 
di Indonesia yang memiliki budaya  ketimuran. Akan tetapi perjanjian perkawinan 
tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Walaupun tidak 
dapat dipungkiri pula bahwa kekaburan norma (vague of norm) dalam beberapa 
sisi hukum perkawinan, misalnya Kekaburan peraturan (vague of norm) mengenai 
sahnya perkawinan dan mengenai waktu dibuatnya perjanjian perrkawinan dalam 
Undang-Undang Perkawinan, membuat beberapa pihak yang tidak beriktikad baik 
untuk menyalahi aturan-aturan dalam hukum perkawinan. Atas dasar alasan-
alasan tersebut maka penulis tertarik membahas Perjanjian Perkawinan Sebagai 
Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan. 
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis 
mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana perjanjian perkawinan dapat 
memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan terkait 
dengan kekaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan? 
Metode Penelitian yang penulis gunakan terbagi dalam 4 (empat) hal yaitu 
jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan metode pengumpulan 
bahan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan 
menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan 
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atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.
7
 Dalam 
pelaksanaannya penelitian ini didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut 
dengan menelaah secara normatif pasal-pasal perjanjian perkawinan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan 
isu hukum perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para 
pihak dalam perkawinan. 
Dalam tesis ini pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan 
Undang-undang (statute aprroach) dan Pendekatan kasus (case aprroach). 
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-
undang yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.
8
 Pendekatan perundang-
undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, 
sehingga produk yang merupakan beschikking yaitu keputusan yang dikeluarkan 
oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, seperti Keputusan 
Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati dan lain-lain tidak dapat 
digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.
9
 
Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisa putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam 
menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penulis adalah ratio 
decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus 
perkara yang diajukan kepadanya.
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Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data, karena istilah 
yang digunakan yaitu bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat 
dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder.
11
 Sumber bahan hukum yang digunakan dalam 
penulisan tesis ini adalah: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, 
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
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putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 
penulisan ini adalah: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
d) Putusan Mahkamah Agung nomor 1598/K/Pdt/2012 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua 
publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen 
resmi.Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, 
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar 
atas putusan pengadilan.
12
 Pada penulisan ini bahan hukum sekunder 
yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks dan tulisan-tulisan 
hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat yang termasuk 
juga karya ilmiah terdahulu. 
 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah 
melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan hukum 
yang diperlukan untuk melakukan analisis terhadap isu hukum yang dibahas 
melalui Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, kamus bahasa, kamus 
hukum, literatur-literatur, dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan 
masalah atau isu hukum yang dibahas. 
 
Pembahasan 
Hukum perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur 
dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian mengenai 
perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata memandang perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan saja. Hal 
ini berarti bahwa hukum perdata barat memaknai perkawinan dari segi yuridis 





saja. Artinya perkawinan sudah dianggap sah apabila syarat-syarat perkawinan 
sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang terpenuhi. Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tidak memandang penting adanya unsur keagamaan 
dalam perkawinan. 
Konsep perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini 
berbeda dengan konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974.Berdasarkan pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang 
Perkawinan, perkawinan tidak hanya dimaknai dari unsur yuridis saja melainkan 
juga dari unsur biologis, sosiologis, dan religius. Unsur perkawinan berdasarkan 
pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu: 
1) Ikatan lahir batin (unsur yuridis) 
2) Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami 
istri (unsur biologis) 
3) Bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (unsur 
sosiologis) 
4) Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (unsur Religius) 
Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai sebab-sebab putusnya 
perkawinan dalam Pasal 38 yaitu sebagai berikut: 
“Perkawinan dapat putus karena: 
a. Kematian, 
b. Perceraian, dan 
c. Atas keputusan pengadilan.” 
Perceraian (echtscheiding) merupakan salah satu cara pembubaran 
perkawinan, jadi bukan satu-satunya penyebab putusnya ikatan perkawinan. 
Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah: 
i. Salah satu pihak berbuat zina (overspel) 
ii. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah 




iv. Percekcokan terus menerus yang tidak mungkin didamaikan 
(onheelbaar twespaald) 
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Terjadinya perceraian membawa akibat hukum terhadap suami istri yang 
bercerai, terhadap anak, maupun terhadap harta kekayaan. Terhadap suami istri, 
adanya perceraian berakibat hapusnya segala akibat perkawinan seperti hak dan 
kewajiban suami istri selama perkawinan. Istri mendapatkan kembali 
kedudukannya sebagai wanita yang tidak kawin.Kekuasaan orang tua juga terhenti 
dengan adanya perceraian, karena berganti dengan perwalian. Perwalian terhadap 
anak-anak yang belum dewasa ini ditentukan oleh Pengadilan. Kebersamaan harta 
dalam perkawinan juga terhenti dengan adanya perceraian. Harta bersama yang 
ada dalam perkawinan dibagi sebagai harta gono gini antara suami dan istri. 
Meskipun Undang-undang Perkawinan memberikan pengertian 
perkawinan merupakan suatu ikatan, akan tetapi perkawinan bukan termasuk 




Ada dua hal yang penting mengenai perjanjian perkawinan ini. Kesatu, 
perjanjian ini bukan merupakan sebuah keharusan. Tanpa ada perjanjian 
perkawinanpun, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, 
perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan apabila ada 
pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghindarkan 
terjadinya perselisihan di belakang hari, misalnya mengenai pemisahan antara 
harta pribadi dan harta bersama. Kedua, berkaitan dengan isi perjanjian tersebut 
kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-
aturan syari’at.15 
Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa 
“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat 
antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai ini dengan perjanjian 
perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”. 
Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dalam bab V pasal 29 disebutkan bahwa: 
1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah 
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis 
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yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana 
isisnya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga 
tersangkut 
2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama, dan kesusilaan 
3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan 
4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 
dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.” 
Pengertian perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata dan Undang-Undang 
Perkawinan telah dijelaskan dimuka. Selain pengertian-pengertian tersebut, ada 
pengertian lain yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat 
mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 
a. Ta’lik talak 
b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam” 
Isi pasal 45 Kompilasi Hukum Islam ini bertentangan dengan penjelasan 
pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Penjelasan pasal 29 Undang-undang 
perkawinan menegaskan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak 
termasuk taklik talak”. Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai 
perjanjian perkawinan, yang berbunyi: 
Ayat (1) 
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon 
mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai 
Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan 
Ayat (2) 
Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta 
pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu 
tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Ayat (3) 
Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi 
perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan 
ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. 
Dari pasal tersebut diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam  memandang 
perjanjian perkawinan bukan hanya harta bersama yang didapat selama 
perkawinan berlangsung, tetapi juga termasuk harta bawaan masing-masing suami 
istri. Perjanjian perkawinan juga bukan hanya untuk melakukan pemisahan harta, 
tetapi dapat juga menyatukan harta, tergantung dari apa yang disepakati oleh para 
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pihak. Adanya perjanjian perkawinan ini tidak menghilangkan kewajiban suami 
untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.
16
 
Dalam perkawinan akan ada permasalahan mengenai harta kekayaan. 
Harta kekayaan yang dimaksud yaitu berupa harta bersama suami istri maupun 
harta pribadi masing-masing pihak, termasuk juga harta bawaan. Harta benda 
perkawinan inilah yang merupakan akibat hukum dari perkawinan. 
Harta benda perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, karena harta benda perkawinan sebagai akibat dari perkawinan 
termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Hukum harta benda perkawinan 
tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan, walaupun juga terkait 
dengan harta atau benda dan hak-hak kebendaan, oleh karena itu tidak diatur 
dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. 
Elisabeth Nurhaini Butarbutar mengatakan bahwa “pengaturan harta perkawinan 
tidak dimasukkan dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan disebabkan karena 
anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau 
memperoleh harta atau kekayaan, meskipun diakui bahwa perkawinan akan 
berakibat pada kedudukan seseorang terhadap harta kekayaan”.17 
Konsep harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 
berbeda dengan konsep dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Konsep 
harta benda perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 
persatuan harta, sebagaimana terdapat dalam pasal 119 yang berbunyi “mulai saat 
perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta 
kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak 
diadakan ketentuan lain”. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa mulai saat 
terjadinya perkawinan berlaku persatuan bulat harta benda, kecuali apabila 
dilakukan pemisahan harta dengan membuat perjanjian perkawinan. 
Konsep harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 
adalah harta terpisah, sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (2)  yang menyatakan 
bahwa “harta bawaan dari masing-masing sumi dan istri dan harta benda yang 
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A. Damanhuri H. R.,Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, 
Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 12. 
17
Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH 
Perdata dan Perkembangannya, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 22. 
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diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan 
masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Apabila 
berdasarkan pengertian ini, dapat saja terjadi dengan adanya perjanjian 
perkawinan justru menambah harta kekayaan, sebab harta bawaan yang terpisah 
dapat diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Perbedaan konsep harta 
perkawinan dari kedua undang-undang ini juga menyebabkan konsep perjanjian 
perkawinan berbeda dari kedua undang-undang tersebut. 
Perjanjian perkawinan antara suami dan istri terlihat sangat ideal bagi 
pasangan suami istri yang tidak berjanji untuk sehidup semati. Karena itulah 
secara sosiologis perjanjian perkawinan dirasa kurang pas untuk digunakan di 
Indonesia yang memiliki budaya ketimuran dan sangat menjunjung tinggi sifat 
kekeluargaan. Perjanjian perkawinan dianggap mencederai nilai kesucian dari 
ikatan perkawinan, karena dianggap sangat matrealistis. 
Perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi 
negatifnya saja. Apabila dipelajari lebih lanjut, pada dasarnya banyak manfaat 
yang didapat dari perjanjian perkawinan. Hal ini karena dalam perjanjian 
perkawinan, tidak hanya harta benda yang dapat diatur, melainkan juga hal-hal 
lain yang terkait dengan pasangan suami istri dalam perkawinan. 
Perbedaan konsep mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, 
membuat konsep perjanjian perkawinan berdasarkan kedua undang-undang 
tersebut juga berbeda. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum 
berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar 
mengenai ini dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”. 
Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dipahami bahwa Kitab Undang-undang 
hukum Perdata memandang perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat untuk 
menyimpangi sistem pengaturan yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu sistem 
percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Segala harta yang didapat dalam 
perkawinan, baik didapat oleh suami maupun oleh istri, dengan sendirinya 
menurut hukum menjadi harta kekayaan milik bersama. Perjanjian perkawinan 
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dibuat dengan maksud antara lain sebagai pengecualian dari percampuran harta 
kekayaan tersebut. 
Pasal 119 telah jelas menyebutkan bahwa menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dalam perkawinan secara otomatis terjadi persatuan bulat harta 
kekayaan seketika setelah perkawinan dilangsungkan apabila tidak ditentukan 
lain, yang kemudian dalam pasal 139 ditentukan bahwa apabila ada 
penyimpangan maka dibuatlah penyimpangan-penyimpangan itu dalam perjanjian 
perkawinan. Dengan demikian secara teoritis konsep perjanjian perkawinan 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah memisahkan harta. Secara 
lebih rinci bunyi pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 
bahwa: 
“dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri 
adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-
undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak 
menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan 
pula segala ketentuan selanjutnya dalam undang-undang ini” 
Undang-Undang Perkawinan mempunyai pandangan tersendiri mengenai 
konsep perjanjian perkawinan. Apabila  dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata persatuan harta terjadi secara serta merta manakala perkawinan telah 
dilangsungkan, namun tidak demikian dengan Undang-Undang Perkawinan, 
karena dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya harta yang bersatu 
hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan saja. Sedangkan harta bawaan 
yang diperoleh masing-masing tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak 
dan tidak masuk menjadi harta bersama. 
Konsep perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat 
dipahami dari konsep harta kekayaan dalam perkawinan yang dijelaskan pada 
pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2)  yang menyatakan bahwa “harta bawaan dari 
masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing 
sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Dari hal ini, konsep perjanjian 
perkawinan mengenai harta berdasarkan Undang-Undang Perkawinan secara 
teoritis adalah menyatukan harta, karena harta bawaan yang berada dibawah 
penguasaan masing-masing pihak dapat diperjanjikan dalam perjanjian 
perkawinan untuk masuk menjadi harta bersama. 
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Konsep perjanjian perkawinan sebagaimana dijabarkan sebelumnya 
tersebut adalah konsep dasar perjanjian perkawinan yang menyangkut hal-hal 
tentang harta kekayaan. Terkait dengan perluasan terhadap isi perjanjian 
perkawinan, Undang-Undang perkawinan pada dasarnya tidak mengatur tentang 
isi perjanjian perkawinan.Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang isi perjanjian perkawinan sudah ditentukan, misalnya tentang persatuan 
untung dan rugi, tentang persatuan hasil dan pendapatan
18
, atau tentang hak istri 




Pola pikir masyarakat yang semakin kritis membuat isi perjanjian 
perkawinan menjadi berkembang.Pemisahan harta kekayaan bukan satu-satunya 
alasan perjanjian perkawinan dibuat. Isi perjanjian perkawinan tidak sebatas 
masalah ekonomi saja. Namun demikian, secara umum perjanjian perkawinan 
dibuat oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat hukum dalam 
perkawinan mereka. Menurut Mulyadi, “perkawinan yang sah menurut hukum 
akan menimbulkan akibat hukum yaitu: 
a. Timbulnya hubungan antara suami dan istri 
b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan 
c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak”20 
Selain mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, perjanjian perkawinan 
dapat pula memuat hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah 
selama perkawinan, maupun apabila suatu saat terjadi putusnya perkawinan. 
Misalnya tentang monogani, tentang hak pribadi untuk memilih nama keluarga, 
tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan 
masing-masing suami istri, tentang para pihak yang tidak boleh melakukan hal-hal 
kekerasan dalam rumah tangga, tentang tanggung jawab masing-masing terhadap 
                                                          
18
Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “perjanjian, bahwa antara suami 
istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diman suatu ketiadaan 
persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung 
rugi” 
19
Pasal 145 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “dalam hal tidak 
adanya atau telah dibatasinya kesatuan harta kekayaan, boleh juga ditentukan jumlah uang yang 
oleh si istri tiap-tiap tahun harus diambil dari harta kekayaan untuk disumbangkan guna 
membiayai rumah tangga dan pendidikan anak-anak” 
20
Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 
Semarang, 2008, hlm. 41. 
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anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dengan kata lain, suami dan istri 
mempunyai kesepakatan yang bebas namun terbatas untuk menentukan isi 
perjanjian perkawinan. 
Bahkan dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan bagi pihak yang 
melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan 
biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya, sebagaimana terdapat dalam 
pasal 52 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 
“Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau 
keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran 
dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu”. 
Tanggung jawab masing-masing suami istri terhadap anak-anak dalam 
perkawinan juga dapat dijelaskan lebih rinci dalam perjanjian perkawinan, 
misalnya tentang pendidikan ataupun biaya yang dikeluarkan sehari-hari dalam 
hal pemeliharaan anak-anak mereka. 
Undang-undang telah mengatur tentang perjanjian perkawinan dan hal-hal 
yang terkait dengan perjanjian perkawinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya 
perjanjian perkawinan banyak disimpangi oleh para pihak. Kekaburan butir-butir 
hukum perkawinan seringkali membuat manfaat perjanjian perkawinan tidak 
maksimal. 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan kapan waktu 
dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu dalam pasal 147 ayat (1) yang berbunyi: 
“atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat 
dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.” 
Pasal 147 KUH perdata ini menentukan bahwa perjanjian perkawinan 
harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pasal 147 KUH Perdata ini 
tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 149 KUH perdata yang menentukan 
bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah dengan cara apapun setelah 
perkawinan berlangsung. Namun demikian Pasal 186 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata menentukan bahwa: 
“sepanjang perkawinan berlangsung setiap istri berhak mengajukan 
tuntutan kepada Hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya 
dalam hal-hal sebagai berikut: 
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a. Jika suami karena kelakuannya yang nyata tidak baik telah 
memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan 
segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan; 
b. Jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam 
mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si 
istri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak istri, akan 
menjadi kabur atau jika karena sesuatu kelalaian besar dalam 
mengurus harta kawin istri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya.” 
Sebagai gambaran dari pasal 186 KUH Perdata tersebut misalnya seorang 
calon suami dan calon istri yang melakukan perkawinan tanpa membuat 
perjanjian perkawinan, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya diketahui 
bahwa perilaku suami sering membuat kerugian atau akan membuat kerugian bagi 
istri dan harta kekayaan milik bersama. Contohnya suami suka bermain judi dan 
menghambur-hamburkan uang harta harta bersama, hal ini apabila dibiarkan maka 
akan merugikan pihak istri dan menghabiskan harta bersama.  
Dengan alasan tersebut salah satu pihak membuat perjanjian perkawinan 
dan dimasukkan ke Pengadilan untuk dimintakan Penetapannya. Atas 
pertimbangan nilai kemanfaatan yang diamanatkan Teori tujuan hukum juga 
menjadi pertimbangan tersendiri. 
Undang-undang Perkawinan hanya mengatur bahwa perjanjian 
perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan 
dilangsungkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang 
Perkawinan. Hal ini berbeda dengan ketentuan waktu pembuatan perjanjian 
perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa “waktu pembuatan 
perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan lebih luas 
dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, 
yaitu sebelum perkawinan dilangsungkan dan pada saat perkawinan 
dilangsungkan”.21 Undang-Undang Perkawinan tidak memperbolehkan untuk 
membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, apabila sebelum 
atau pada saat perkawinan tidak diadakan perjanjian perkawinan. Setelah 
perkawinan berlangsung, Undang-undang Perkawinan hanya memberikan 
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Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di 
Indonesia, Airlangga Press, Surabaya, 1994, hlm. 61. 
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kesempatan untuk merubah perjanjian perkawinan dengan syarat tertentu, 
sebagaimana dalam pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan. 
Ketentuan waktu pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-
undang Perkawinan ini, menurut hemat penulis sedikit kabur. Ketentuan 
dibuatnya perjanjian perkawinan “pada saat” perkawinan berlangsung sangat tidak 
jelas. Baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
berserta penjelasannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak 
ditemukan penjelasan mengenai apakah perjanjian perkawinan dilakukan pada 
hari yang sama dengan perkawinan ataukah perjanjian perkawinan dilakukan pada 
waktu yang bersamaan dengan perkawinan 
Ketentuan “pada saat” tersebut, menurut hemat penulis dirasa sangat tidak 
pas. Hal ini karena ketentuan “pada saat”, dapat dipahami berarti dua hal yang 
berbeda dilakukan secara bersamaan pada waktu yang tepat sama persis. Sebagai 
contoh “pada saat” misalnya perkawinan dilakukan pukul 10.00 WIB dan 
perjanjian perkawinan juga dibuat pada pukul 10.00 WIB, hal ini sangat tidak 
mungkin dapat dilakukan.  Dalam Agama Islam, misalnya, tidak mungkin calon 
pengantin mengucapkan ijab qobul sambil menandatangani perjanjian 
perkawinan. Sedangkan apabila perjanjian perkawinan dibuat pukul 9.50 WIB, 
kemudian dilakukan perkawinan pukul 10.00 WIB, maka perjanjian perkawinan 
tersebut tetap dikatakan dibuat sebelum perkawinan, hal ini karena ada jeda waktu 
antara pembuatan perjanjian perkawinan dan perlaksanaan perkawinan itu sendiri. 
Contoh kasus lain yang dapat menjelaskan mengenai ketidak jelasan 
pengaturan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam hal 
sahnya perkawinan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1598/K/Pdt/2012. 
Pada kasus ini kronologinya diawali dengan Pengajuan Gugatan Perceraian yang 
dilakukan oleh suami pada tahun 2010 di Pengadilan negeri Jakarta Barat.Suami 
istri tersebut sebelum membuat perjanjian perkawinan telah lebih dahulu 
melakukan perkawinan secara gereja pada tanggal 22 November 1996.Dari 
perkawinan mereka secara gereja tersebut, pada tanggal 17 Februari 1997 lahir 
satu orang anak. 
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Pada tanggal 12 Februari 1998, suami istri tersebut membuat  perjanjian 
perkawinan secara notariil dihadapan Notaris Wahyuni Sousisa sesuai dengan 
akta Perjanjian Perkawinan nomor 2. Setelah membuat perjanjian perkawinan, 
kemudian suami istri tersebut mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Suku 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta pada tanggal 2 April 
1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 071/I/PP/PPA/1998. 
Dalam perjalanan perkawinan suami istri tersebut kemudian timbul 
masalah yang membuat suami mengajukan gugaan perceraian pada tahun 2010 
dan diputus dengan Putusan PN Nomor 99/Put.Pdt.G/2010/PN.Jkt.Brt tertanggal 2 
Desember 2010, yang salah satu amarnya menetapkan Akta Perjanjian 
Perkawinan No. 2 Tanggal 12 Februari 1998 tidak sah dan batal demi hukum. 
Dengan perjanjian perkawinan yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, 
maka berarti seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami istri 
tersebut merupakan harta bersama milik kedua belah pihak. 
Suami mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri 
tersebut. Putusan Pengadian Negeri tersebut menjadi tidak berlaku dengan 
keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Nomor 459/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 1 
November 2011 yang berbeda pendapat dengan Pengadilan Negeri, dengan 
terbitnya putusan pengadilan tinggi tersebut artinya perjanjian perkawinan tetap 
berlaku.  
Pada tanggal 12 Februari 2012 istri mengajukan permohonan kasasi secara 
lisan yang tertuang dalam akte permohonan Kasasi Nomor 
99/Pdt.G/2010/PN/JKT.BAR yang diabuat oleh panitera Pengadilan Negrei 
Jakarta Barat. Dalam memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan 
Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Maret 2012, istri berpendapat bahwa 
perjanjian perkawinan dibuat dalam keadaan keterpaksaan. Karena apabila 
perjanjian perkawinan tersebut tidak dibuat, maka pengakuan anak dan pencatatan 
perkawinan tidak akan dilakukan. Disamping itu, perjanjian perkawinan tersebut 
dianggap tidak sah atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
karena perjanjian perkawinan dibuat setelah suami istri tersebut melangsungkan 
perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia. 
Sehingga perkawinan mereka telah sah terhitung sejak perkawinan gereja 
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dilangsungkan, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
menentukan bahwa “Perkawinan Adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya”. 
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dalam putusan 
Mahkamah Agung No. 1598/K/Pdt/2012. Mahkamah Agung berpendapat bahwa 
putusan pengadilan tinggi dianggap telah benar dan tidak salah menerapkan 
hukum, karena pihak istri ternyata pernah dihukum atas tindakannya melakukan 
perzinahan yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 
2355/Pid.B/2011/PN.JKT.BAR tanggal 22 Mei 2012 jo. Putusan pengadilan 
tinggal DKI No. 349/PID/2012/PT.DKI tanggal 27 November 2012. 
Dari contoh ini, dapat diketahui bahwa ketidak tegasan undang-undang 
dalam menentukan sahnya perkawinan dapat menjadi sumber konflik antara para 
pihak dalam perkawinan. Perbedaan pandangan mengenai sahnya perkawinan ini 
terjadi dimasyarakat, yang terbukti dengan masih banyaknya perkawinan-
perkawinan yang hanya dilakukan secara agama saja. Sebagaian pakar hukum 
berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya semata-mata tindakan 
administratif yang tidak memberikan pengaruh bagi keabsahan perkawinan. 
Karena sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya. 
Undang-undang Perkawinan merupakan unifikasi hukum perkawinan 
nasional, sehingga Undang-Undang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh 
warga Negara Indonesia, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan juga bersifat 
deferensial, karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum masing-masing 
agama yang dianut,
22
 sedangkan agama yang ada di Indonesia ada bermacam-
macam dan ketentuan pelaksanaan perkawinannya juga bermacam-macam. 
Neng Djubaidah dalam bukunya mengkategorikan sahnya perkawinan 
dalam pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Perkawinan sebagai peristiwa hukum, 
sedangkan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) sebagai peristiwa 
penting. Menurut Neng Djubaidah peristiwa hukum tidak dapat dianulir dengan 
peristiwa penting. Penjelasan Umum angka 4 huruf b undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyebutkan bahwa tindakan 
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Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: menurut 
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 213.  
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pencatatan perkawinan fungsinya sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 
penting lain dalam kehidupan seseorang, seperti pencatatan kelahiran dan 
pencatatan kematian yang dituangkan dalam surat-surat keterangan yaitu akta 
yang dimuat dalam daftar pencatatan. 
Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai pencatatan perkawinan 
dalam pasal 5 dan pasal 6. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai 
berikut: 
(1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 
perkawinan harus dicatat 
(2) Percatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalm undang-undang nomor 
22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954“ 
Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa: 
(1) “untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah 
(2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. 
Pencatatan perkawinan dalam KHI sudah menyangkut mengenai tujuan 
yang lebih baik, yaitu tujuan ketertiban hukum, sebagaimana dalam pasal 5 ada 
klausul yang menyatakan “agar terjamin ketertiban perkawinan”. Aturan dalam 
KHI ini telah sesuai dengan salah satu tujuan hukum dalam teori Gustav Radbruch 
yaitu ketertiban. Lebih lanjut dalam pasal 6 juga terdapat klausul “tidak 
mempunyai kekuatan hukum”, menurut hemat penulis tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang berhubungan erat dengan adanya perlindungan hukum dalam 
perkawinan sebagaimana diamanatkan teori perlindungan hukum. Endang 
Sumiarni berpendapat bahwa “pencatatan perkawinan itu merupakan akte otentik 
sebagai bukti otentik tentang adanya perkawinan seperti juga halnya akte 
kelahiran dan akte kematian”.23 
Oleh karena itulah terkait dengan perbedaan pendapat mengenai 
keabsahan perkawinan ini, perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan 
hukum manakala perkawinan sudah dicatatkan. Walaupun perkawinan sudah 
dinyatakan sah secara agama, akan tetapi akta perkawinan yang didapat dengan 
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Endang Sumiarni, Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan, Wonderful 
Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm. 10. 
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melakukan pencatatan perkawinan itu merupakan bukti otentik yang menjamin 
kepastian hukum bagi suami istri. 
Dari contoh kasus pada Putusan MA No. 1598/K/Pdt/2012 diatas, dapat 
dipahami bahwa kekaburan aturan tentang sahnya perkawinan inilah yang 
dijadikan dasar bagi pihak istri untuk mengingkari sahnya perjanjian perkawinan. 
Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, hak-hak suami terlindungi dari iktikad 
tidak baik pihak istri. Dalam kondisi seperti ini perjanjian perkawinan dapat 
menjadi sarana yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam 
perkawinan dari iktikad tidak baik pihak lainnya. Walaupun dalam kasus ini 
terlihat jelas bahwa perjanjian perkawinan secara objektif memberikan 
perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan yang lebih banyak. 
Perlindungan hukum yang terkandung dalam perjanjian perkawinan 
memang selama ini cenderung mengatur mengenai harta benda, sehingga 
esensinya memang ditujukan kepada pihak yang memiliki harta kekayaan lebih 
banyak. Akan tetapi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih sedikit ataupun 
tidak mempunyai harta kekayaan tetap dapat menggunakan perjanjian perkawinan 
sebagai sarana perlindungan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa, isi perjanjian perkawinan dapat diperluas tidak hanya mengatur mengenai 
harta benda semata, melainkan juga dapat mengatur hal-hal lain yang 
dimungkinkan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. 
Perjanjian perkawinan yang ideal adalah perjanjian perkawinan yang dapat 
melindungi dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak dalam perkawinan. 
Menurut Soekarno Aburaera, rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-
undang, sehingga undang-undang akan sulit mengimbangi rasa keadilan tersebut. 
Akibatnya undang-undang itu sendiri akan dirasakan tidak adil.
24
 
M. Rezfah Omar mengatakan bahwa “posisi perjanjian sebelum 
pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang 
Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat 
melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara 
keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. 
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Pendapat M. Rezfah Omar ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan 
pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara 
sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bahkan 
Sayeed Sabiq berpendapat bahwa “penghormatan terhadap suatu perjanjian 
hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat 
besar dalam memelihara perdamainan, dan sangat urgen dalam mengatasi 
kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan”.26 
Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk memberikan 
perlindungan hukum bagi para pihak yang beriktikad baik dari pihak lain yang 
tidak beriktikad baik. Apabila di lain waktu timbul permasalahan-permasalahan 
diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan bagi masing-
masing pihak, yaitu suami dan istri, untuk melaksanakan dan memberikan batas-
batas hak dan kewajiban diantara mereka. 
Sesuai dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, perjanjian 
perkawinan harus mempunyai nilai kemanfataan bagi para pihak dalam 
perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian 
perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal terjadi konflik di lembaga 
pengadilan manakala terjadi perceraian. Sebagaimana telah menjadi rahasia umum 
bahwa, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang 
relatif lama dan juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
Setidaknya ada dua manfaat yang didapat dengan dibuatnya perjanjian 
perkawinan, yaitu: 
1. Menghemat waktu 
Proses perceraian biasanya juga di dalamnya terdapat sengketa 
pembagian  harta perkawinan. Dalam kasus perceraian yang demikian 
akan ada dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan tentang alasan-
alasan perceraian dan pemeriksaan tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan harta benda perkawinan. Pemeriksaan terkait harta benda 
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Kompas Cyber Media Online, Perjanjian Pranikah dan Manfaatnya, 
http://www.kompas.com/kesehatan/news/html, diakses 20 Juni 2015 pukul 10.00. WIB. 
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Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah jilid III, Thaha Putra, Semarang, tanpa tahun, hlm. 99. 
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perkawinan inilah yang pada umumnya sangat kompleks, karena tidak 
hanya tahap pembuktian dipersidangan saja, tetapi juga terkadang 
memerlukan tahap pemeriksaan setempat. Namun apabila perkawinan 
tersebut telah terikat perjanjian perkawinan, walaupun dalam proses 
perceraian timbul sengketa harta benda perkawinan, maka hakim 
cukup merujuk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat.  
Putusan khusus terkait dengan harta benda perkawinan ini 
dalam bentuk damai.Putusan damai ini adalah putusan akhir yang 
langsung menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in 




Menurut A. Damanhuri H. R. “sengketa Perjanjian Perkawinan 
lebih terarah kepada adanya pengingkaran perjanjian dan atau 
penyalahgunaan harta benda yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini, 
bisa jadi pihak yang merasa tidak puas mengajukan upaya hukum 
banding atau kasasi, akan tetapi pemeriksaan tetap lebih menghemat 
waktu apabila dibandingkan dengan perkawinan tanpa perjanjian 
perkawinan, karena pokok-pokok permasalahan yang diperiksa dalam 
hal adanya perjanjian perkawinan lebih sederhana dibandingkan 
apabila dalam sengketa tersebut tidak ada perjanjian perkawinan”.28 
Seperti contoh kasus pada Putusan MA No. 1598/K/Pdt/2012 
dimana pihak istri mengingkari keabsahan perjanjian perkawinan yang 
telah dibuat dengan dasar kekaburan hukum dalam hukum perkawinan, 
terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
2. Menghemat biaya 
Pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki banyak tahapan, 
sehingga memerlukan banyak biaya, paling tidak biaya transportasi 
dari rumah ke Pengadilan. Belum lagi biaya-biaya lain yang 
ditimbulkan, seperti pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan setempat, 
pelaksanaan Sita Jaminan, dan upaya hukum banding atau kasasi. 
Dampak negatif berperkara di pengadilan akan lebih banyak lagi 
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apabila menyangkut harta benda. Dalam perkawinan yang di dalamnya 
telah dibuat perjanjian perkawinan, dapat terjadi kemungkinan 
permasalahan harta benda tidak sampai diproses di pengadilan. Jika 
memang ada pihak-pihak yang tidak beriktikad baik terhadap harta 
benda tersebut, perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan 




Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu : 
Perjanjian perkawinan termasuk dalam kategori perlindungan hukum 
prefentif.Perjanjian perkawinan dapat mulai berlaku pada saat perkawinan 
berlangsung, ketentuan waktu mengenai hal ini harus diartikan pada saat 
perkawinan sudah dilakukan pencatatan. Sebab dengan dilakukan pencatatan 
maka perkawinan akan mempunyai bukti otentik yang menjamin kepastian hukum 
yaitu akta perkawinan. Walaupun sesungguhnya isi perjanjian perkawinan dapat 
diperluas dengan mencantumkan hal-hal yang tidak hanya mengatur tentang harta, 
seperti tentang poligami atau kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi selama 
ini perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi harta benda. Dengan demikian 
maka perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan hukum 
bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak dalam perkawinan. Bagi 
pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana 
perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan 
dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. 
Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka dapat meminimalkan terjadinya 
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